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Hasil Wawancara 

Analisis hukum pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidan korupsi yang 

dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar (studi 

kasus putusan nomor:81/pid.sus-tpk/2019/Pn Mks) 

Jabatan responden: 

Nama: Andi Syukri Syukur, S.H., M.H 

Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya/9 april 1962 

Agama: Islam 

Jabatan: Hakim Tipikor 

1. Apakah kasus korupsi ini tergolong dalam kategori kasus korupsi rendah 

sehingga terpidana di vonis rendah? Kasus korupsi yang menjerat terdakwa 

termasuk kategori sedang. Sesuai  dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang 

Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK. Akan tetapi aturan ini 

tidak diberlakukan karena hukuman sudah berkekuatan hukum tetap sebelum 

PERMA itu disahkan. 

2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pemidanaan kasus korupsi ini yang di 

vonis rendah dari pada putusan jaksa? Hakim memvonis terdakwa dengan 

beberapa pertimbangan pertimbangan. Yaitu, 1. Terdakwa bersikap sopan 

dipersidangan, 2. Terdawa belum pernah dihukum, 3. Terdakwa merupakan 

tulang punggung keluarga, 4. Terdakwa punya tanggungan keluarga.  

3. Keterangan apakah yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan untuk 

membela dirinya? Terdapat pengeluaran oleh bendahara yang lama sebelum 

digantikan oleh terdaka yang ia tidak ketahui. Untuk lebih lebih lengkap 

silahkan baca putusanya semuanya lengkap dari mulai penuntutan penuntut 

umum hingga amar putusannya. 

4. Seberapa besar uang pengganti yang di kembalikan oleh terpidana korupsi? 

Untuk uang penggantinya yang harus dikembalikan untuk Negara sebesar 

Rp.6.423.928.558. Untuk uang pengantinya di serahkan  kepihak kejaksaan 

yang mengurusnya 

5. Bagaimana pendapat bapak terkait efektivitas pemidanaan kasus korupsi saat 

ini. Tugas hakim yaitu untuk menyelasaikan kasus yang dibawah ke 

persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama  menjadi hakim, 

semua aturan sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan fakta hukum 

dipersidangan. Untuk pengawalan hukumannya diserahkan kepihak kejasaan. 
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Setelah wawancara dengan Hakim PN Makassar 

Pengambilan Surat Keterangan Telah Selesai 

Melakukan penelitian 
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